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Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATl KATINGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Bruito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia; 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
4502); seba.gaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Um um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakbir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambah.an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahu n 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Ran.cangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tal1un 2011 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BVPATI TENTANG PERVBAHAN KEDVA 
PERATURAN BUPATJ KATINGAN NOMOR 61 TA.HUN 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

ATAS 
2020 
DAN 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan daerah. 

2 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Katingan; 

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang d1akui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 
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4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengurangan anggaran selama 1 (satu) 
periode anggaran. 

Pasal 2 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 
semula sebesar Rp.l.341.149.670.984 berkurang sebesar Rp.736.926.456 
sehingga menjadi Rp. l.341.886.597.440 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a . Semula : Rp. l.187.831.814.784 
b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. (13.322.632.099) 
J umlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. l.174.509.182.685 

2 . Belanja Daerah 
a. Semula : Rp. 1. 341.149.670.984 
b. Bertambah / (Berkurang) : Rp. 736.926.456 
J umlah belanja daerah setelah per u bahan Rp. 1. 341. 886. 597. 440 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan Pem biayaan 

1) Semula : Rp. 168.196.856.200 
2) Bertambah/(Berkurang) : Rp. 14.059.558.555 
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan 
Rp. 182.256.414.755 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula : Rp. 14.879.000.000 
2) Bertambah/ (Berkurang) : Rp. -
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan 
Rp. 14.879.000.000 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 167.377.414.755 
Sisa lebib pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan beJanja daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian ti.dak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kati.ngan ini terdiri 
dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut 
Kelompok, Jenis. Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja 
dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi. Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran lII Daftar Nama Peneri.ma, Alamat P€:nerima, dan Besaran 
Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial 

5 . Lampiran V Daftar Nam.a Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 
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7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan 
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

9. Lampi.ran IX Rincian Dana Tarnbahan lnfrastruktur rnenurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek 
pendaptan, belanja dan pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten 
Katinganpada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran 
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

·\ 

Pasal 4 

Lampiran segaimana dirnaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidal< 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan ke1ja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. 

Ditetapkan di Kasongan, 
ggal 27 September 2021 

· ~~~ · Kasongan -:;;;..- " 

eptember 2021 

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 636 


